
 
 

 
 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

 
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR :  649 /DPMPTSP/2020 
 

TENTANG 
 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan  
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan 

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang 
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan 
standar pelayanan; 

  b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian 
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan 
publik perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 

Barat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Standar 
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan 
suatu Keputusan; 

  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  3. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009  tentang  

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
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  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6215); 

  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 126); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

  11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah  Provinsi 

Kalimantan Barat  Nomor 2); 

  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang  

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 6); 
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  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat Nomor 9); 

  14. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang  

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 19); 

  15. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang  

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 
tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 
92); 

  16. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 92); 

  17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan 

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan 

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 

2019 Nomor 79); 
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MEMUTUSKAN : 
 

   
Menetapkan :  

   
KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu 
Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Komponen Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibagi 

menjadi 2 (dua) komponen, yaitu : 
  a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan 

proses penyampaian pelayanan (service delivery), 
meliputi : 

  1. Persyaratan; 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 
3. Jangka waktu pelayanan; 

4. Biaya/tarif; 
5. Produk pelayanan; 

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. 
  b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan 

proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi 
(manufacturing), meliputi : 

  1. Dasar hukum; 

2. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas; 
3. Kompetensi pelaksana; 

4. Pengawasan internal; 
5. Jumlah pelaksana; 

6. Jaminan pelayanan; 
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan 
8. Evaluasi kinerja pelaksana. 

KETIGA : Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KESATU : 

  a. Jenis perizinan terdiri atas : 
1. Izin usaha; dan 

2. Izin komersial/operasional. 
  b. Jenis Nonperizinan, terdiri atas : 

1. Rekomendasi; dan 

2. Pengesahan. 

KEEMPAT : Pemohon terdiri atas : 

  a. Pelaku usaha perseorangan; dan 
b. Pelaku usaha non perseorangan, meliputi : 

  1. Perseroan terbatas; 
2. Perusahaan umum; 
3. Perusahaan umum daerah; 

4. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; 
5. Badan layanan umum; 

6. Lembaga penyiaran; 
7. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan; 

8. Koperasi; 
9. Persekutuan komanditer (commanditaire 

vennootschap); 
10. Persekutuan firma (vennootschap onder firma); dan 
11. Persekutuan perdata. 
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KELIMA : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui Online Single 

Submission (OSS), Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan 
Terintegrasi Untuk Publik (Si Cantik Cloud) dan/atau sistem 

lainnya serta melalui manual. 

KEENAM : Waktu/masa yang digunakan pada saat berkas permohonan 

ditangani oleh masing-masing Petugas/Pejabat/Tim Teknis 
Perangkat Daerah sesuai tahapan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

KETUJUH : Ruang lingkup pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, 
meliputi jenis-jenis layanan dan Standar Pelayanan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDELAPAN : Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ini 

dipergunakan sebagai acuan bagi  Petugas/Tim Teknis 
Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan 
Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


